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RINGKASAN   

 

KONTESTASI POLITIK TATA KELOLA RUANG  

DI KOTA KUPANG 

 

 Kontestasi ekonomi politik dalam tata kelola ruang di Kota Kupang dapat 

dilihat dari kebijakan pembangunan infrastruktur dan destinasi pariwisata pesisir 

berbasis investor, di mana terjadi konversi lahan kawasan lindung menjadi 

kawasan budidaya. Kasus paling aktual adalah alih fungsi lahan ruang terbuka 

hijau sempadan pantai di Kota Kupang menjadi kawasan pariwisata, industri dan 

perdagangan. Pemerintah Kota Kupang terus berusaha untuk mengembangkan 

tata ruang perkotaan modern dengan pola gentrifikasi, di mana telah terjadi proses 

transformasi dari kawasan dengan kondisi fisik yang buruk atau juga lahan 

kosong di perkotaan menjadi aneka macam properti mewah untuk tujuan 

komersial yang hanya dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat kelas 

menengah atas perkotaan. Indikasi kemunculan gentrifikasi di Kota Kupang dapat 

diidentifikasi ketika dalam kurun waktu yang singkat, properti hunian mewah 

seperti hotel, mall, cafe, restoran, rumah sakit dan sekolah internasional, 

hypermart, plaza, real estate atau regency, dan lain-lain yang muncul secara pesat 

di wilayah strategis perkotaan. 

 Studi ini berusaha untuk menginisiasi sebuah tanggung jawab kritis-

progresif dalam menelisik dan membongkar dinamika kontestasi dan konflik 

kepentingan dalam praktik produksi ruang ekonomi yang dilakukan oleh 

pemerintah yang berpihak kepada kepentingan kelas kapitalis atau investor, 

sembari meminggirkan hak, akses dan kontrol massa-rakyat terhadap ruang publik 

yang ada di Kota Kupang. Sebagai sebuah studi kritis dengan pendekatan 

ekonomi-politik (Neo-Marxis), penelitian ini berusaha untuk membongkar praktik 

produksi ruang ekonomi dan dinamika relasi kuasa dan kepentingan ekonomi-

politik antara pemerintah, investor dan masyarakat dalam tata kelola ruang di 

Kota Kupang. 

 Dalam rangka menelisik dan membongkar problem kontestasi politik tata 

kelola ruang di Kota Kupang, penulis menggunakan teori Produksi Ruang (The 

Production of Space) karya Henri Lefebvre (1974, 1991) dan Teori Akumulasi 

Melalui Perampasan (Accumulation by Dispossession) Ruang dari David Harvey 

(2003, 2010). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasiskan pada 

paradigma/pendekatan kritis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting dalam tata kelola 

ruang di Kota Kupang. Pertama, praktik produksi ruang ekonomi di Kota Kupang 

menunjukkan dengan jelas adanya dinamika kontestasi dan konflik kepentingan 

antara aktor pemerintah, investor/pengusaha dan masyarakat dalam tata kelola 
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ruang. Pemerintah Kota Kupang selalu berusaha untuk mengkonstruksi, mengatur 

dan merasionalisasi ruang untuk memudahkan dan mengakomodasi kepentingan 

investor dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan ruang 

ekonomi demi akumulasi kapital. Kondisi ini menyebabkan tata kelola ruang di 

Kota Kupang didikte dan didominasi oleh kekuatan kapitalis. Kedua, bentuk relasi 

kuasa dan kepentingan ekonomi-politik antara pemerintah, penguaha/investor dan 

masyarakat mengarah kepada pola yang bersifat dominasi, hegemoni, dan 

eksklusi serta adanya kontradiksi dan antagonisme kepentingan ekonomi-politik 

dalam tata kelola ruang di Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang memiliki 

otoritas politik dalam membuat kebijakan tata ruang yang pro pada kepentingaan 

ekonomi dari para investor atau kapitalis yang memiliki kekuatan modal dalam 

pembangunan dan pengembangan wilayah kota. Sementara masyarakat yang tidak 

memiliki kekuatan modal, terus mengalami alienasi, marginalisasi dan eksklusi 

spasial dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kota Kupang. 

Berdasarkan realitas dinamika ekonomi-politik dalam tata kelola ruang di 

Kota Kupang, maka penulis memberikan beberapa catatan rekomendasi penting, 

sebagai berikut: Pertama, Pemerintah Kota Kupang perlu melakukan revisi 

terhadap peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dan 

rencana detail tata ruang (RDTR) untuk mempertegas kembali fungsi dan 

pemanfaatan ruang di sempadan pantai sebagai kawasan ruang  konservasi dan 

ruang ekspresi publik. Selain itu perlu peninjauan ulang terhadap semua perizinan 

di kawasan pesisir dan tidak mengeluarkan izin baru untuk pembangunan hotel 

dan kepentingan bisnis yang menyebabkan terjadinya privatisasi ruang dan 

tertutupnya akses ruang publik. Kedua, Pemerintah Kota Kupang juga harus 

membuat regulasi untuk mewajibkan pengusaha dan masyarakat yang telah 

memanfaatkan ruang di wilayah sempadan pantai agar segera membangun 

reklamasi pantai dengan jarak minimal 100 meter dari pantai ke laut guna 

memenuhi ketentuan minimal wilayah sempadan pantai. Selanjutnya wilayah 

reklamasi tersebut ditata sebagai ruang terbuka hijau, taman rekreasi dan wilayah 

akses publik bagi nelayan. Pengelolaannya melibatkan rakyat secara partisipatif 

dengan mengedepankan keseimbangan tiga aspek utama yaitu sosial, ekonomi dan 

lingkungan. Ketiga, Kerja-kerja politik advokasi yang kritis-progresif dari aktivis 

organisasi sosial kemasyarakatan perlu dilakukan secara terus menerus untuk 

mengklaim hak atas kota (right to the city) dari masyarakat urban yang selalu 

tersingkirkan dan teralienasi dalam pembangunan dan pengembangan wilayah 

kota yang cenderung eksklusif. Setiap warga kota memiliki hak untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam tata kelola ruang untuk membentuk dan 

berkehidupan secara layak di dalam ruang kota sehingga dapat mewujudkan Kota  

Kupang sebagai Kota Tepi Pantai (waterfront city) yang inklusif dan 

berkelanjutan.  
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SUMMARY  

 

POLITICAL CONTESTATION OF SPATIAL GOVERNANCE IN 

KUPANG CITY 

 

 Political economy contestation in spatial governance in Kupang City is 

reflected in the policy of infrastructure development and investor-based coastal 

tourism destinations, in which protected areas are convertedinto cultivation areas. 

The most actual case is the conversion of green open space along the coastal line 

in Kupang City to become tourism, industrial and trading areas. The government 

of Kupang City continues to develop modern urban spatial governance with a 

gentrification pattern, where there has been a process of transformation from areas 

with poor physical conditions or empty land in cities to various kinds of luxury 

properties for commercial purposes that can only be accessed and enjoyed by 

urban or upper middle class community. Indications of gentrification in Kupang 

City are identified by a rapid development of luxury residential properties such as 

hotels, malls, cafes, restaurants, international hospitals and schools, hypermarts, 

plazas, real estate or regency, etc. within a short period of time in an urban 

strategic area. 

 This study seeks to initiate a progressive-critical responsibility in 

investigating and uncovering the dynamics of contestation and conflicts of interest 

in the production of economic spaces carried out by the government which 

supports the interests of the capitalist class or investors, while marginalizing the 

rights, access and control of the masses over public spacesin Kupang City. As a 

critical study with an economic-political (Neo-Marxist) approach, this research 

seeks to uncover the practices of producing economic space and the dynamics of 

power relations and economic-political interests between the government, 

investors and the public in spatial governance in Kupang City. 

 In order to investigate and uncover the problem of political contestation of 

spatial governance in Kupang City, the author used the theory of The Production 

of Spaceby Henri Lefebvre (1974, 1991) and Theory of Accumulation by 

Dispossession of Space by David Harvey(2003, 2010). This study used a 

qualitative method based on a critical paradigm or approach. The data were 

collected through in-depth interviews, observation and documentation. 

 The results of this study indicated several important findings about spatial 

governance in Kupang City. First, the production of economic space in Kupang 

City clearly shows the dynamics of contestation and conflicts of interest between 

the government actors, investors/entrepreneurs and the community in spatial 

governance. The government of Kupang City always tries to construct, regulate 

and rationalize space to facilitate and accommodate investors’ interests to use 

space for developing economic space for the sake of capital accumulation. This 
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condition causes spatial governancein Kupang City to be dictated and dominated 

by capitalist forces. Second, the form of power relations and economic-political 

interests between the government, investors/investors and the community leads to 

a pattern of domination, hegemony and exclusion as well as the contradiction and 

antagonism of economic-political interests in spatial governance in Kupang City. 

The government of Kupang City has the political authority in making spatial 

policies that are pro to the economic interests of investors or capitalists who have 

capital power in developing the city areas. Meanwhile, people who do not have 

the capital power continue to experience alienation, marginalization and spatial 

exclusion in the management and utilization of space in the Kupang City area. 

Based on the reality of economic-political dynamics in spatial governance 

in Kupang City, the authors would like to recommend several important things as 

follows: First, the government of Kupang City needs to revise local regulations on 

spatial and regional planning (RTRW) and detailed spatial planning (RDTR) to 

reaffirm the function and use of space on the coastal areas as spaces for 

conservation and public expression. In addition, it needs to reviewall permits in 

the coastal areas and do not issue new permits for the construction of hotels and 

business that lead to privatization of space and limitation of access to public 

spaces. Second,the government of Kupang City must also issue regulations to 

oblige entrepreneurs and people who used the space in the coastal areas to 

immediately build a beach reclamation with a minimum distance of 100 meters 

from shore to sea in order to meet the minimum requirements for coastal border 

areas. Furthermore, the reclamation area is arranged as a green open space, 

recreational park and public access area for fishermen. Its management involves 

the people in a participatory manner by prioritizing a balance of three main 

aspects, social, economic andenvironment. Third,the work of progressive-critical 

political advocacy by the activists of community social organization needs to be 

carried out continuously to claim the right to the city from urban communities 

who are always marginalized and alienated in the development of exclusive urban 

areas. Every citizen has the right to participate actively in spatial governance to 

live properly in the city space so as to realize Kupang City as an inclusive and 

sustainable waterfront city. 
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